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Abstract: Evaluation Tax Withholding of Hotel and Restaurant. The purpose of this study was
to evaluate the Withholding tax on hotel and restaurant in the District Pelalawan. This study
used a qualitative approach and descriptive analysis that describes the evaluation of the hotel
and restaurant tax collections in Pelalawan. Discussion is directed to how efforts to address
factors affecting the hotel and restaurant tax collection. The results showed that the hotel and
restaurant tax collectionsbe said yet effective and efficient view of the time needed to perform
tax collection.

Abstrak: Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Tujuan dari penelitianini adalah
untuk mengevaluasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Pelalawan. Penelitian
ini menggunakan pendekatan secarakualitatif, dan analisis deskriptif yang menjelaskan tentang
evaluasi pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pelalawan. Pembahasan diarahkan
kepada bagaimana upaya untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak hotel
dan restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pagjak hotel dan restoran di-
katakan belum efektif dan efisien dilihat dari waktu yang dibutuhkan dalam mel akukan pemungutan

pajak.
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PENDAHULUAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi
daerah, makasumber pembiayaan pemerintah
daerah tergantung pada peranan Pendapatan
Adli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan
diupayakan dapat menjadi penyangga utama
dalam membiayal kegiatan pembangunan di
daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah
harus dapat mengupayakan peningkatan pene-
rimaanyang berasal dari daerah sendiri sehingga
akan memperbesar tersedianyakeuangan daerah
yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan
pembangunan. Denganini akan semakin mem-
perbesar kel e uasaan daerah untuk mengarahkan
penggunaan keuangan daerah sesuai dengan
rencana, skalaprioritas dan kebutuhan daerah
yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah
dan peningkatan pelayanan kepadamasyarakat
sertamel aksanakan pembangunan daerah, maka
daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan
yang cukup memadai. Sumber-sumber peneri-
maan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan
sumbangan pemerintah pusat maupun peneri-
maan yang berasal dari daerah sendiri.
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Komponen utamadari PAD adalah peneri-
maan yang berasal dari komponen pgak daerah.
Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah
itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang
mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat
di daerah diperglahkan mengurusrumah tangga-
nyasendiri secarabertanggung jawab.

Dengan adanyaotonomi daerah, makape-
merintah daerah diberikan wewenang untuk me-
ngatur dan mengurusrumah tanggadaerahnya.
Langkah-langkahyang perludiambil dengancara
menggali segal akemungkinan sumber keuangan-
nyasendiri sesua dengan dan dalam batas-batas
Peraturan perundang -undangan yang berlaku.

K abupaten Pelawa an merupakan sdah satu
Daerah Otonom yang beradadi Propins Riau,
yang diberi wewenang untuk menggali sumber
danayang adasesuai dengan potensi dan ke-
adaan daerah sehingganantinyadapat mening-
katkan PAD sendiri untuk membiayai rumah
tangganyasendiri. JenisjenisPgak Daerahyang
ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah
K abupaten Peld awan ddam upayamenghimpun
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dana guna meningkatkan kualitas maupun
kuantitas pembangunan daerah saat ini berda-
sarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun
2010 tentang Jenis Pgjak Daerah yang dipungut
berdasarkan penetapan K epalaDaerah terdiri
atastujuhjenisPgjak Daerah, antaralain Pgjak
Hotel dan Restoran, Pgjak Hiburan, Pgjak Rek-
lame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengam-
bilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C.

Salah satu pajak yang ada di Kabupaten
Pelalawan adal ah Pgjak Hotel dan Pgjak Res-
toran. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan
restoran dilakukan oleh Dinas PengelolaK e-
uangan dan Kekayaan Daerah, pemungutan
Pajak ini Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah [ agi
menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang
pajak danretribus daerah. Di Kabupaten Pelda-
wan pemungutan Pgjak Hotel dan Restoranini
dilandasi dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Pgjak Hotdl dalam Peraturan Daerah K abu-
paten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2010 adalah
pajak yang dipungut atas pelayanan yang d-
isediakan oleh hotel . Objek Pgjak Hotel adalah
pel ayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai
kelengkapan hotel yang sifathyamemberikan
kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas
olahragadan hiburan. Subjek dari Pajak Hotel
addah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepadaorang pribadi atau badan
yang mengusahakan hotd sedangkanwagib pgak
hotel adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan hotel. Dasar pengenaan Pgjak
Hotedl ada ahjumlah pembayaran atau seharusny
dibayar kepadahotel yang tarifnyaditetapkan
sebesar 10 %.

Pgjak Restoran ada ah pgjak yang dipungut
atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Obj ek Pajak Restoran adal ah pelayanan yang
disediakan oleh restoran yang mdiputi peayanan
penjua an makanan. Subjek Pgak Restoran ada
lah orang pribadi atau badan yang membeli ma-
kanan dan atau minuman dari restoran. Wajib

Pgjak Restoran adalah orang pribadi atau badan
yang mengusahakan restoran, dasar pengenaan
Pajak Restoran add ah jumlah pembayaranyang
diterimaatau yang seharusnyaditerimarestoran.
Tarif Pgjak Restoran samadengan tarif Pajak
Hotel yaitu sebesar 10%.

Daam me akukan pemungutan Pgjak Hotel
dan Restoran, Pemerintah Kabupaten Pela awan
measi h menggunakan s stem pemungutan dengan
caralamayaitu dengan menggunakan sistem
pemungutan official assessment, yang mana
segal asesuatunyadilakukan oleh aparatur pe-
merintah termasuk menentukan besarnyapajak
terutang padapihak pemungut pajak.

Pemerintah langsung me akukan pemungu-
tan pajak ke hotel-hotel dan restoran yang ada
di Kabupaten Pelalawan. Daam official asses-
sment system ini, pemerintah dituntut untuk
bekerjalebih keras dikarenakan pemungutan
pajak ditentukan sepenuhnyaoleh pemerintah
dengan langsung terjun kelapangan dan bertatap
mukalangsung denganwgib pgak. Ddamdstem
pemungutan ini wgjib pgjak hanyaberlaku pasif,
yaitu menunggu ketetgpan pajak yang ditentukan
oleh pemungut pgjak dan menunggu pemungutan
atas pajak tersebut dilakukan.

Sistem pemungutan yang dilakukan oleh
Pemerintah K abupaten Pelalawan tersebut ter-
lihat kurang efektif dan efisen, karenadengan
s stem pemungutan seperti itu masyarakat harus
memiliki waktu luang untuk bertemu langsung
dengan pemungut pg ak. Ha ini membuat mas-
yarakat mal as dan sering menghindar pada saat
petugas akan melakukan pemungutan pajak.
Sdlainitu pemerintah jugaharus mengeluarkan
biayapemungutan kelokasi-lokasi objek pgjak,
apabilapada saat mel akukan pemungutan ter-
nyatawajib pajak tidak dapat ditemui, maka
pemungutan pa ak tidak dapat dilakukan.

Sdlain dari 9stem pemungutanyangmasih
memaka caralama, jumlah sumberdayamanusa
yang akan melakukan pemungutan kelokasi-
lokasi objek pagjak jugaterbatas, untuk melaku-
kan pemungutan pajak, petugasyang langsung
turun ke lapangan hanya berjumlah tiga atau
empat orang, mengingat banyaknyajumlah ob-
jek pgak dan jarak antar objek pajak yang
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cukup jauh, jumlah petugas yang melakukan
pemungutan dirasakan sangat kurang, sehingga
pemungutan pa ak tidak dapat dil akukan dengan
efektif, karenapadasaat wajib pajak tidak dapat
ditemui pada saat itu, maka pagjak yang akan
dipungut tidak dapat dilakukan karenapetugas
harus melakukan pemungutan pajak di lokasi
wajib pgjak lainyang lokasinyacukup jauh.

Mengingat pentingnya penerimaan Pajak
Hotel dan Restoran, sehinggadapat digunakan
untuk penyd enggaraan pemerintah di daerah dan
merupakan sumber danabagi pel aksanaan pem-
bangunan di Kabupaten Pelalawan, sehingga
pemungutan Pajak Hotel dan Restoran harus
dilakukanlebih baik.

Secara umum istilah evaluasi dapat di-
samakan dengan penaksiran (appraisal),
pemberian angka (rating) dan penilaian
(assessment), kata-kata yang menyatakan
usahauntuk mengandisishasi| kebijakan ddam
ati sstuannilainya Ddamarti yanglebih gpesfik,
evaluas berkenaan dengan produks informas
mengenal nilai atau manfaat hasil kebijakan
(Dunn, 2003). Pengertian di atasmenjelaskan
bahwaevauas merupakan hasil kebijakan di-
mana padakenyataannyamempunyai nila dari
hasi| tujuan atau sasaran kebijakan.

Evauas mempunyal bebergpafungd yaitu:
a. Memberi informasi yang valid mengenai

kinerja kebijakan, program dan kegiatan,
yaitumengena sebergpajauh kebutuhan, nilai
dan kesempatan telah dicapai. Dengan eva-
luasi dapat diungkapkan mengenai pen-
capalan suatu tujuan, sasaran dan target
tertentu.

b. Memberi sumbangan padaklarifiaksi dan
kritik. Evaluas memberi sumbangan pada
klarifikes dankritik terhadap nilai-nilal yang
mendasari tujuan dantarget. Nilal diperjelas
dengan mendefinisikan dan mengoperaskan
tujuan dantarget.

c. Memberi sumbangan padaaplikas metode
analisis kebijakan, termasuk perumusan
masalah dan rekomendasinya. Informasi
mengenai tidak memadainyasuatu kinerja
kebijakan, program dan kegiatan memberi-
kan kontribusi bagi perumusan ulang kebi-

jakan, program dan kegiatan. Evaluas dapat
pula menyumbangkan rekomendasi bagi
pendefinisian aternatif kebijakan, yang
bermanfaat untuk mengganti kebijakanyang
berlaku dengan dternatif kebijakanyanglain.
Beberapaa asan adanyaevaueas:

1. Untuk mengetahui keberhasilan suatu ke-
giatan/program. Dengan adanya evaluasi
kebijakan dapat ditemukaninformas gpakah
suatu kegiatan sukses ataukah sebaliknya.

Tipe Kriteria Pertanyaan

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan
telah dicapai ?

Seberapa banyak usaha
diperlukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan?
Seberapa jauh pencapaian
hasil yang diinginkan
memecahkan masalah?

Apakah biaya dan manfaat
didistribusikan dengan merata
kepada kel ompok-kel ompok
tertentu?

Apakah hasil kebijakan
memuaskan kebutuhan,
preferensi atau nilai

kel ompok-kelompok tertentu?
Apakah hasil (tujuan) yang
diinginkan benar-benar
berguna atau bernilai?

Efisiens

Kecukupan

Perataan

Responsivitas

Ketepatan

2. Untuk mengetahui efektivitas, kegiatan eva
luas dapat mengemukakan penilaian gpakah
Suatu kegiatan mencapal tujuannyaatautidak.

3. Untuk menjamin terhindarinyapengulangan
kesalahan (guarantee to non-recurrence).
Informad yang memadal tentang nilal sebuah
hasi| kegiatan dengan sendirinyaakan mem-
berikan rambu agar tidak terulang kesalahan
yang samadaam implementas yang serupa
atau kegiatan yang lain padamasa-masayang
akan datang.

Efektifitas berasal dari kata efektif yang
atinyaberhad| atau mencapa sesaran, efektifitas
berkaitan erat bukan hanyapenggunaan sumber
daya, dana, saranadan prasaranakerjasgatapi
jugadengan pencapai an tujuan sesua dengan
yang tel ah direncanakan. Efektifitas menurut
ada ah satu program pengembangan mangemen
yang pada dasarnya dilakukan dengan mem-
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bandingkan tujuan dan sasaran program yang
ingindicapai. Efektifitas mengarah kepadapen-
capaian unjuk kerjayang maksimal, yaitu pen-
capai an target yang berkaitan dengan:
1. Kuditas
2. Kuantitas
3. Waktu
4. Biaya

Efektifitasmerupakankegiatan yang memuat
Suatu tuj uan tertentu dan disamping itu memuat
perpaduan dari tenagamanusiabalk jasmani atau
rohani, sedangkan unsur-unsur dari tenagakerja
adalah dat, bahan, uang, dan waktu. Efektifitas
ada ah keseuai an antaraorang yang mel aksana:
kan tugas dan sasaran yang dituju. Efektiftas
adalah bagaimana suatu organisasi berhasil
mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya
daam usahamewujudkan tujuan oragnisas.

Efektifitas dalam suatu pekerjaan adalah
kesatuan kegiatan yang adadalam suatu orga-
nisas, terdiri beberagpalangkah atau perbuatan,
pengunaan metode/prosedur tertentu sehingga
menghasilkan suatu bentuk baik berupabarang/
jasa karena sifatnya yang demikian maka
pekerjaan tidak akan menghasilkan bilahanay
melaui kerjasama

Selaindari pendapat paraahli diatas, efek-
tivitaskerjadapat puladiartikan sebagai suatu
pencapai an sasaran sesual kehendak melalui
kerjasamadengan orang lain padapel aksanaan
pekerjaan organisasi. Sehinggamelalui pen-
capalan sasaran tadi akan menunjukan suatu
tingkat efektif. Efektivitaskerjamerupakan pen-
cgpalaan sasaran yang telah disepakati atasusaha
bersamatingkat pencapaian sasaran yang me-
nunjukantingkat efektivitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
secara kualitatif dan analisis deskriptif yang
menj el askan tentang evaluas pemungutan pgjak
hotel dan restoran di Kabupaten Pelalawan.
Pembahasan diarahkan kepada bagaimana
upaya untuk mengatasi faktor yang mempe-
ngaruhi pemungutan pajak hotel dan restoran.
Sementaraitu informas penelitianini adalah

informan yang paham akan upaya mengatas
masal ah dalam mel akukan pemungutan pajak
daninformas lainnyayang dapat mendukung
penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan suatu ukuran
untuk menilai hasil dari suatu pekerjaan. Daam
melakukan evaduas terhadap pemungutan Pgak
Hotel dan Restoran, makaakan dilihat bagai-
manakuditaskerjadari organisas yang bertugas
melakukan pemungutan Pajak Hotel dan
Restoran. Kualitaskerjadilihat dari penghim-
punan objek pajak dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak terutang, penagihan pajak
kepadawajib pajak dan pengawasan terhadap
penyetoran. Dengan melihat kualitaskerjaini
dapat diketahui bagaimana pemungutan Pgjak
Hotd dan Restoranyang telah dilakukan selama
ini, penghimpunan objek pgak dan subjek pgak
bertujuan untuk mendatajumlah objek pgak dan
subjek paak yang adasehingga dapat mening-
katkan pendapatan dari pajak Hotel dan Res-
toran.

Penghimpunan objek pgak danwgjib pgak
harus dilakukan secaraberkal akarenajumlah
hotd dan restoran seldumeningkat sairing dengan
meningkatkanyajumlah penduduk danjumlah
objek wisatasetigp tahunnya. Setelahwagjib pa-
jak dan objek pajak dihimpun, maka harus
ditentukan besarnya pgjak terhutang masing-
masing wajib pajak dan dilakukan pemberi-
tahuan agar Wagjib Pgjak dapat mempersiapkan
pajak terutang yang harus mereka bayar dan
telah mempersiapkan pada saat petugas pe-
mungut pgak datang.

Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Tercapal atau tidaknya suatu pekerjaan
dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk
menyel esai kan pekerjaan tersebut. Dalam me-
lakukan pemungutan pajak kel okas objek pgjak
petugas yang tel ah ditunjuk dari Dinas Penge-
lolaan K ekayaan dan K euangan Daerah diberi-
kan jangkawaktu untuk menyel esaikan pemu-
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ngutan terhadap wajib pajak yang ada di 12
Kecamatan yang adadi Kabupaten Pelalawan.
Jangkawaktu yang diperl ukan untuk melakukan
pemungutan pajak ada ah 8 bulanyang dilakukan
secarabertahap mengingat jauhnyalokas objek
pajak yang satu dengan objek pajak yang lain-
nya

Kuantitas Pekerjaan

Tercagpa atautidaknyatarget pgak hotel dan
restoran dapat dilihat dari kuantitas pemungutan
yang dihasilkan. Untuk melihat kuantitasyang
dihasilkan bisadi hitung dari seberapabanyak
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang
karyawan dapat disel esaikan sesual waktu yang
telah ditentukan, kuantitasdari pekerjaan dapat
pengaruhi dari kemampuan dari pegawai ddam
mencapal target pemungutan pg ak, kemampuan
pegawa dalam melakukan pemungut dapat
dilihat dari skill yang dimiliki untuk mendekati
wajib pgak, pengalaman yang dimiliki oleh
petugas, seperti bagamanacaramemungut pgjak
kepada wajib pagjak yang tidak melakukan
pembayaran pajak terhutang beberapa tahun
kebelakang. Apabiladilihat dari kemampuan
petugasyang ditunjuk untuk melakukan pemu-
ngutan, rata-ratapegawai yang ditunjuk meru-
pakan pegawa yang sudah memiliki pengdaman
ddam mel akukan pemungutan pagjak.

Penyesuaian Biaya

Dalam melakukan pemungutan pajak
terhadap wajib pajak yang beradadi 12 keca-
matan yang adadi Kabupaten Pelalawan tentu
sgja dibutuhkan dana atau biaya yang tidak
sedikit, karenadibutuhkan waktu yang cukup
lamadalam proses pemungutan paj ak tersebut,
danayang dibutuhkan adal ah untuk biayatran-
sportas dan akomodas petugaskelokas wajib
paak, besarnyabiasaadminidrad tentu sgaharus
sesuai dengan hasil pemungutan pajak yang
dilakukan karenagpabilabiayayang dike uarkan
lebih besar daripadapajak yang didapat, maka
pemungutan dapat dikatakan tidak efisien.

Anggaran danauntuk melakukan pemungu-
tan pajak terhadap wajib pajak yang adadi 12

kecamatan yang beradadi Kabupaten Pdldawan
harus sesuai dengan waktu dan lamaperjaanan
petugas dalam mel akukan pemungutan pajak.
Anggaran yang telah disiapkan diharapkan
mencukupi untuk membiayal perjaanan petuges
dalam mel akukan pemungutan pgjak, selainitu
besarnyaanggaran yang harusdisi apkan untuk
biaya pemungutan pajak juga harus memper-
timbangkan besarnyapajak yang akan dipungut.

SIMPULAN

Pemungutan pajak hotel dan restoran di-
katakan belum efektif dan efisien dilihat dari
waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pe-
mungutan pajak, karenamasih banyak wajib
pajak yang tidak dapat ditemui sehingga pe-
mungutan pg ak tidak dapat dilakukan padahari
tersebut. Pemungutan akan dilakukan pada
waktu yang lain sehinggapetugas harus mem-
persiapkan waktu khusus untuk melakukan
pemungutan kelokasi- lokas objek pgjak yang
belum membayar pgjak. Kemudian mengenai
biaya/danayang harusdikeluarkan untuk biaya
transportasi dan biaya akomodasi ke lokas
objek pgak. Apabilawgjib pgak tidak berada
ditempat pada saat petugas datang untuk me-
lakukan pemungutan pgjak, makapetugas akan
kembali dilainwaktu sehinggauntuk memungut
paak di satulokas tersebut harusmenge uarkan
danaduakali lipat.

Faktor dominanyang mempengaruhi pemu-
ngutan pajak hotel dan restoran adal ah faktor
lingkunganyangterdiri dari lingkunganinterna
danlingkunganekgernd. Dari lingkunganinternd
disebabkan ol eh tidak adanya petugas khusus
untuk melakukan pemungutan, petugasyang
turun kelapangan untuk mel aksanakan pemu-
ngutan pajak hotel dan restoran merupakan
pegawai dari DinasPengel olaan K ekayaan dan
Keuangan daerah yang juga memiliki tugas
pokok yang harus diselesaikan. Faktor dari
lingkungan eksternd memberikan pengaruh ada-
lah dari segi kerjasamadari wajib pgjak, jarak
tempuh dankondis jalanmenujukelokas objek
pajak.
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